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Indy Mutiara Renjani, E0006148. 2010. PELIMPAHAN KEWENANGAN 
DARI WALIKOTA SURAKARTA KEPADA CAMAT BANJARSARI 
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelimpahan 
kewenangan dari walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang 
muncul dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari walikota Surakarta 
kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik.  
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang 
menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menyangkut 
realitas, Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
dari Kecamatan Banjarsari dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh 
dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada 
hubungannya dengan permasalah yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data 
yaitu menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, dan studi kepustakaan. 
Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis 
kualitatif dengan interaktif model. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil 
simpulan bahwa Kesatu, pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota 
Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik 
terdapat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor  38 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kota Surakarta. 
Kewenangan  Kecamatan Banjarsari dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Walikota 
Surakarta. Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Banjarsari hanya sebatas 
pelayanan perijinan seperti perijinan KTP, Ijin Mendirikan Bangunan, ijin 
gangguan meliputi obyek usaha. Kedua, Hambatan-hambatan yang muncul dalam 
proses pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta  Surakarta 
kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik antara lain 
belum terdapat payung hukum pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta 
kepada Camat sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum 
terlaksana dengan baik; kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (PNS); banyak  
Sumber Daya Manusia (PNS) yang usianya sudah mendekati usia pensiun 
sehingga kualitas pekerjaan menjadi berkurang;  kurangnya penyelenggaran 
pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (PNS) di 
Kecamatan Banjarsari; sumber daya listrik sangat kecil sehingga menghambat 
dalam memberikan pelayanan masyarakat; kurangnya sarana dalam hal ini tempat 
yang kurang luas dalam menampung masyarakat yang membutuhkan pelayanan di 
Kecamatan Banjarsari 
 




















































Indy Mutiara Renjani, E0006148. 2010. DEVOLUTION AUTHORITY OF 
MAYOR TO SURAKARTA BANJARSARI SUBDISTRICT HEAD IN 
ORDER TO IMPROVE PUBLIC SERVICE. Faculty of Law, Sebelas Maret 
University. 
This study aims to determine the implementation of devolution of 
authority from the mayor of Surakarta to Camat Banjarsari in order to improve 
public services, and to know the obstacles that arise in the implementation of 
devolution of authority from the mayor of Surakarta to Camat Banjarsari in order 
to improve public services. 
This study is a descriptive empirical research that uses qualitative research 
methods in which this research concerning reality, data obtained from primary and 
secondary data.Primary data obtained from the District Banjarsari and secondary 
data obtained from the data obtained from literature materials, documents, and 
reports related to the problem under study. For data collection technique is to use 
three techniques of interview, and literature study. Furthermore, to analyze 
existing data using qualitative analysis with an interactive model. 
Based on the results of research that has been done with the author, can be 
drawn the conclusion that the First, the implementation of devolution of authority 
from the Mayor of Surakarta to Camat Banjarsari in order to improve public 
services contained in Surakarta, Mayor Regulation No. 38 of 2008 on the 
Translation of Duty, Functions and Procedures of Surakarta City 
District. Banjarsari District Authority in providing services to the public in 
accordance with the authority given by the Mayor of Surakarta. District Authority 
owned Banjarsari permitting only limited services such as licensing ID cards, 
Building Permits, licenses covering interruption of business objects. Second, the 
constraints that arise in the implementation process of devolution of authority 
from the Mayor of Surakarta Surakarta to Camat Banjarsari in order to improve 
public services, among others, there have been no legal transfer of authority from 
the Mayor of Surakarta to Camat so in governance is still not performing well; 
lack of resources. Human Resources (PNS); many Human Resources (PNS) that 
he was already close to retirement age so the quality of he work to be reduced; 
lack the delivery of training to improve knowledge of Human Resources (PNS) in 
District Banjarsari; power source so small that inhibit in providing  community 
service; lack of facilities in this place that is less extensive in accommodating 
people who need services in the District Banjarsari 
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A. Latar Belakang Masalah 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan memiliki kewenangan 
menyusun kebijakan daerah. Tujuan otonomi daerah tersebut dalam rangka untuk 
memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut 
dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip 
otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah 
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang  sesuai dengan potensi 
daerah. Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa 
Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, hal ini sesuai dengan fungsi pokok dari Pemerintah Daerah 
yaitu mensejahterakan masyarakat. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 
tentang  Pemerintahan Daerah,  otonomi daerah sebagai salah satu bentuk 
desentralisasi pemerintahan yang pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi 
kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan dengan memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sejalan dengan prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah tersebut terdapat bagian urusan kewenangan 
pemerintah (pusat) yang diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah kota 
atau kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Telah membuka kembali jalan bagi daerah-daerah untuk 
mengatur dirinya sendiri dalam bidang-bidang tertentu, seperti sosial, ekonomi, 
dan kebudayaan yang selama ini diatur oleh pusat ( Isharyanto, 2006 : Edisi 7, 

















































Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta yang menerapkan prinsip-prinsip organisasi dengan berlandaskan pada 
fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas disesuaikan dengan 
pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan 
keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur. Penetapan organisasi perangkat 
daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai 
upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga Pemerintah Kota 
Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya dapat 
mensejahterakan masyarakat. 
Pemerintah memiliki fungsi utama secara umum yaitu fungsi 
pemberdayaan, fungsi pengaturan, dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam menjalankan fungsinya, seseorang pemimpin atau dalam konteks ini 
Kepala Daerah tidak bergerak sendiri. Perlu adanya distribusi pelimpahan 
wewenang agar pemimpin tidak terjebak pada urusan teknis yang sebetulnya tidak 
perlu dilakukan. Pimpinan sebaiknya hanya terbatas kepada pekerjaan yang 
bersifat kebijakan strategis dan menghindari diri dari pekerjaan teknis sehingga 
yang sifatnya teknis hendaknya dilimpahkan kepada bawahan. 
Pelimpahan sebagian wewenang diharapkan pemimpin atau Kepala 
Daerah lebih dapat memfokuskan pikiran pada kebijakan yang bersifat makro agar 
lebih bisa mengoptimalkan daerahnya menuju perwujudan kesejahteraan 
masyarakat. Pelimpahan kewenangan Walikota sangat diperlukan dalam rangka 
memberikan pelayanan publik, dalam hal ini Camat yang mempunyai wilayah se-
Kecamatan merupakan fungsi yang strategis dalam memberikan pelayanan 
langsung kepada masyarakat dikarenakan pelayanan terpusat masing-masing di 5 

















































pelayanan publik kepada masyarakat dikarenakan unsur kecamatan merupakan 
pusat dari kelurahan-kelurahan yang menjadi koordinatornya. 
Camat dalam  menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat 
kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui 
Sekretaris Daerah kabupaten atau kota. Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan Judul 
”PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI WALIKOTA SURAKARTA 
KEPADA CAMAT BANJARSARI DALAM RANGKA PENINGKATAN 
PELAYANAN PUBLIK”. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang 
penting, karena diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi Penulis dalam 
membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan 
dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. 
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta 
kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik? 
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang mucul dalam pelaksanaan pelimpahan 
kewenangan dari Walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai 
sasaran yang dikehendaki. Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas 
sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan tersebut. Adapun tujuan yang 
ingin dicapai Penulis melalui penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari walikota 


















































b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
pelimpahan kewenangan dari walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari 
dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang Hukum 
Tata Negara khususnya mengenai pelimpahan kewenangan dari walikota 
Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan 
publik. 
b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang 
ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum 
pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. 
b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. 
2. Manfaat Praktis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan 
dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari walikota Surakarta kepada 
Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Untuk 
mempraktekkan teori penelitian (hukum) yang telah Penulis dapatkan di 
bangku kuliah. 
b. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada 
masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan pelaksanaan pelimpahan 
kewenangan dari walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam 
rangka peningkatan pelayanan publik. 
c. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan yang 
ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang Ilmu Pengetahuan 

















































E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi 
pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Metodologi penelitian 
merupakan cara utama untuk memperoleh data secara lengakap dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 
Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk 
memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan 
suatu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. 
Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; 
namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-
kemungkinan, sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2007 : 5) : 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 
Sesuai dengan tujuan penelitian sebagai suatu prasyarat menyelesaikan 
studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum, maka penelitiannya merupakan 
penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan 
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk satu atau 
beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya. Yang diadakan 
pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 
mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 
gejala yang bersangkutan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa metodelogi 
penelitian memanglah penting. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian 
dalam penelitian ini diuraikan Penulis sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian Hukum 
Jenis penelitan ini adalah empiris. Penelitian empiris adalah penelitian 
yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) dan 



















































2. Sifat Penelitian Hukum 
Adapun sifat penelitian yang digunakan Penulis yaitu Deskriptif, sifat 
penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan 
atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2007 : 10).  
3. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan penelitian yang Penulis gunakan adalah pendekatan 
penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan mendasarkan 
pada data-data yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, dan 
juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh  
(Soerjono Soekanto, 2007 : 250). 
4. Tempat dan Waktu Penelitian 
a. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian yang digunakan adalah Kantor Kecamatan Banjarsari. 
b. Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 dan berakhir pada bulan 
Oktober 2010. 
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-
angka yang dapat dijadikan bahan untuk suatu sumber informasi, sedangkan 
informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 
Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 
yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. (Soerjono Soekanto, 
2007 : 12). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan 
dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen-

















































laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Bahan data 
sekunder berupa : 
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
2)  Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003 berisi tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik; 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 
5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta; 
6) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003 tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
7) Peraturan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan 
data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk 
memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka Penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak 
yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan 
permasalahan. Metode wawancara yang digunakan, metode campuran 
dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode 
bebas (tidak terikat) dengan cara Penulis membuat pedoman wawancara 
terlebih dahulu yang kemudian digunakan dalam proses wawancara dengan 
pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang 


















































b. Studi Kepustakaan 
Merupakan metode dengan jalan mencari keterangan-keterangan teori-teori 
dan data lain yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini melalui 
buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan (Agus Tri Anggoro, 
2010 : 12). 
7. Teknik Analisis Data dan Model Analisis 
Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis 
data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian 
untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan diproses 
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang 
merupakan suatu hasil akhir dari penelitian. 
Adapun model analisis yang akan digunakan Penulis adalah analisa 
kualitatif model interaktif (interactive model of analysis) yaitu dilakukan 
dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses 
pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini, 
peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses 
pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah 
pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen 
analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya 
(H. B. Soetopo, 2002 : 94-95). 
Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut berinteraksi 
dan apabila dirasa kesimpulan kurang kuat maka perlu ada verifikasi dan 
penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Apabila hal tersebut 





























































1. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan, 
membuang yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan 
data. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai. 
2. Penyajian data, adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 
kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis 
matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dari awal pengumpulan data peneliti 
harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui mulai 
melakukan pencacatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai aturan baru dalam penulisan hukm, maka Penulis 
menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan 
hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub 
bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan 
hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Perumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penulisan 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Pemerintah Daerah Pada Umumnya 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
2. Asas-Asas Pemerintah Daerah 

















































B. Tinjauan Tentang Pelimpahan Wewenang 
1. Definisi Pelimpahan Wewenang 
2. Manfaat dan Batasan pelimpahan wewenang  
3. Asas-asas Pendelegasian Wewenang 
C. Tinjauan Pelayanan Publik Umumnya 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
2. Pelimpahan Kewenangan Dalam Rangka Pelayanan 
Publik 
D. Landasan Hukum Pelimpahan kewenangan Walikota 
Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka pelayanan 
publik 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Kecamatan Banjarsari. 
B. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota                                
Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik. 
C. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari 
Walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik. 





















































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah 
a. Definisi Pemerintah Daerah 
Definisi tentang Pemerintah Daerah telah dikemukakan oleh 
Undang-Undang ataupun oleh para sarjana. Yang dimaksud Pemerintah 
Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, 
Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hak 
otonom).   
Adapun Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi mengenai 
Pemerintahan Daerah sebagai berikut : ”Pemerintahan Daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945”. Sedangkan yang termasuk dalam 
pemerintah daerah itu sendiri adalah gubernur, bupati atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi 
sekali lagi dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai arti yang 
sama dengan “negara bagian” yang mempunyai kedaulatan sendiri. 
Menurut J.Oppenheim Dalam Bukunya yang berjudul “Het 
Nederlandsch Geenterecht” Ciri-ciri pemerintahan daerah (Local 


















































1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih baik dari pada 
negara; 
2) Adanya penduduk dalam jumlah mencukupi; 
3) Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan 
dari yang diuruskan oleh negara, akan tetapi yang demikian 
menyangkut lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak untuk 
bersama berusaha atas dasar swadaya; 
4) Adanya suatu organisasi yang memadai untuk penyelenggaraan 
kepentingan-kepentingan itu; 
5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 
Karena statusnya merupakan bagian negara, dengan demikian 
pemerintah daerah atau lokal tidak mempunyai Undang-Undang  Dasar 
sendiri. Segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah 
diatur oleh dan atas kuasa pemerintah negara. Pemerintah daerah di 
Indonesia pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah-
daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak usul-usul 
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa“. 
Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 beserta 
penjelasan dapat diketahui : 
1) Bahwa daerah Indonesia itu dibagi-bagi menjadi daerah-daerah besar 
dan kecil daripada pemerintah lokal administratif, maupun pemerintah 
lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri; 
2) Bentuk susunan pemerintah lokal ini akan diatur dengan undang-
undang; 
3) Untuk daerah yang bersifat otonom maka harus diadakan dasar 
permusyawaratan seperti dalam sistem pemerintahan negara, untuk ini 



















































4) Negara Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang bersifat 
istimewa, lagi pula segala peraturan mengenai daerah itu akan 
mengingati asal usul daerah tersebut. 
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk 
menyelenggarakan otonomi dengan memberi kewenangan yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab kepada daerah, dengan lebih didukung sebagai 
mana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian, dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. (Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002: 1). 
Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut 
diatas, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi 
daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. 
Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan 
daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi, dalam wujud otonomi 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab, selain itu pemberian otonomi 
kepada daerah dilakukan bersama-sama dengan dekonsentrasi karena 
dalam penyelenggaraan pemerintahan asas dekonsentrasi dan 
desentralisasi sama pentingnya, apakah suatu urusan pemerintahan di 
daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan pusat  atas 
dasar dekonsentrasi, atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi 
urusan otonomi pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintahan itu. (Prof.drs.C.S.T. Kansil, S.H. & Christine S.T.Kansil, 


















































Maksud dari otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab 
mempunyai makna tersendiri, kewenangan otonomi luas adalah 
keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 
mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan 
di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah 
untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang 
secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di 
daerah, sedangkan otonomi yang bertangung jawab adalah berupa 
pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 
kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom, 
berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
semakin  baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan 
pemerataan, pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta 
antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : 
1) Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
2) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang 
dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; 
3) Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah 
kabupaten, daerah kota dan desa.  
b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah    
1) Asas Desentralisasi 
Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda 
redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. 
Dalam (Ni’matul Huda, 2006: 307) disebutkan beberapa definisi 
desentralisasi. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan 


















































mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah 
tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah 
pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan 
dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah 
pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk 
dilaksanakan. 
Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari 
pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah 
tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga 
daerah itu. (C.S.T Kansil, 2002: 3). 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2) Asas Dekonsentrasi 
Ada beberapa pengertian tentang dekonsentrasi. Amrah 
Muslimin mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari 
kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang 
ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah 
pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. 
Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh 
pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat 
perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya 
yang terdapat di daerah. (Ni’matul Huda 2006 : 310). 
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala 
instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di 


















































perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya. Unsur 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam 
kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang 
diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan 
pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut 
asas desentralisasi. (C.S.T Kansil, 2002 : 4). 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
3) Asas Tugas Pembantuan 
Menurut Joeniarto, tugas pembantuan ialah tugas ikut 
melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal 
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya 
(Ni’matul Huda 2006 : 312). 
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas 
turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan 
kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung 
jawabkannya kepada yang memberi tugas. (C.S.T Kansil 2002 : 4). 
c. Bentuk dan Kewenangan Daerah 
Keterkaitan antara konfigurasi politik dengan karakter produk 
hukum, melahirkan dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka 
membentuk kebijakan publik, kemudian dituangkan dalam produk hukum 
adalah sebagai berikut:  
1) Pembentukan hukum yang responsif harus disertai upaya 
demokratisasi dalam kehidupan politik, karena karakter setiap produk 
hukum itu merupakan refleksi dari konfigurasi politik; 
2) Peranan eksekutif yang sangat besar dalam pembentukan hukum atau 
peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang atau 


















































kemungkinan bagi lahirnya berbagai Peraturan perundang-undangan 
yang lebih merefleksikan visi politik pemerintah, yang secara 
substansial dapat tidak sejalan dengan jiwa dan semangat peraturan 
perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi (Soehino, 2002 : 
29).     
Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kotamadya meliputi: 
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5) Penanganan kesehatan; 
6) Penyelenggaraan pendidikan; 
7) Penanggulangan masalah sosial; 
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10) Pengendalian lingkungan hidup; 
11) Pelayanan kependudukan; 
12) Pelayanan Pertanahan; 
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14) Pelayanan administrasi penanaman modal; 
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan. 
Pelaksanaan otonomi daerah tidak lagi hanya otonomi daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab akan tetapi otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab. Otonomi daerah yang luas, akan memberikan 
kepercayaan bagi Kabupaten atau Kota, untuk mengelola kewenangan 
yang lebih besar dan luas. 
Kewenangan daerah tidak lagi hanya sebagian urusan 


















































kecuali sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Peraturan 
Pemerintah  Pasal 2 ayat (1) dan (2) Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten atau Kota. Dengan demikian daerah Kabupaten atau Kota 
nantinya harus menangani kewenangan wajib. Pelaksanaan otonomi 
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pasti akan 
mengoptimalkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 
2. Tinjauan Tentang Pelimpahan Wewenang 
a. Definisi pelimpahan wewenang 
Menurut Sutarto pengertian pelimpahan wewenang adalah 
penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar 
tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat 
yang satu kepada pejabat yang lain (Sutarto, 1993:158). 
Menurut Staff of Rohre, Hibler dan Replogle dalam Ero Rosyidi 
mendefinisikan pelimpahan wewenang: ”delegation of autority is the 
process by which authority is distributed throughout an organizarion. This 
concept includes the idea of assigning duties and authority to those 
individuals who are expected to assist in attaining the desired goal”. 
Pelimpahan wewenang adalah proses pendistribusian wewenang melalui 
suatu organisasi atau  lembaga. Konsep ini termasuk pemberian kewajiban 
dan wewenang kepada individu-individu yang diharapkan membantu 
dalam mencapai stujuan yang dikehendaki ( Ero H.Rosydi,1982:12). 
Menurut P.J Wolf dalam jurnalnya mengemukakan pendapatnya 
tentang pendelegasian kewenangan yaitu :  
“Authority is a relationship whereby a person who is a superior by 
virtue of official title, position, or expertise, can command the 
ideas, decisions, or behavior of a subordinate. Authority is a 
relationship between a superior or overseer and a subordinate, 
whereby the subordinate relies upon the superior for specific 
direction. The exercise of authority is only effective if it is 
legitimate. Legitimacy can stem from traditional, charismatic, or 
rational legal sources, and is ultimately based upon the 


















































the principle of subsidiarity, delegations of authority are often 
desirable in order to promote horizontality, efficiency, 
effectiveness, and accountability in the structure and operations of 
an organization. However, superiors often resist surrendering their 
authority to their subordinates. Even the subordinates themselves 
can oppose delegations of authority, partly due to the fear that they 
might be ‘scapegoated,’ that is, held responsible for negative 
outcomes that were beyond their control that result from the 
exercise of the delegated authority that were beyond their 
control”( P. J. Wolf, 2004 : Volume 78, Issue 2.  Pages 972-978). 
 
Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Otoritas (kewenangan) 
adalah suatu hubungan dimana seseorang berposisi sebagai atasan 
berdasarkan atas jabatan resmi, posisi, ataupun keahlian, dapat 
memerintahkan (penerapan) ide-ide, keputusan ataupun perilaku kepada 
bawahannya. Merupakan hubungan antara atasan atau pengawas dengan 
bawahan, dimana bawahan bergantung pada atasan untuk arahan tertentu. 
Pelaksanaan kewenangan hanya efektif jika sudah disahkan (terlegitimasi). 
Pengesahan (legitimasi) dapat berasal dari sumber hukum tradisional, 
kharismatis, ataupun rasional dan pada akhirnya didasarkan pada sudut 
pandang dan penilaian dari target (penerima/pemilik) kewenangan. 
Menurut prinsip subsidiaritas, pendelegasian kewenangan seringkali 
disukai dalam rangka memunculkan kesetaraan (mengurangi kesenjangan 
atasan-bawahan), efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam struktur 
dan operasional sebuah organisasi. Namun, seringkali atasan enggan untuk 
menyerahkan kewenangannya kepada bawahannya. Bawahan pun dapat 
menentang (menolak) kewenangan yang dilimpahkan kepada mereka oleh 
atasan, sebagian alasannya adalah dikarenakan rasa takut bahwa mereka 
akan dijadikan “kambing hitam”, yaitu, bertanggung jawab atas hasil 
negatif atas sesuatu yang berada di luar kontrol mereka sebagai hasil dari 
pelaksanaan atas kewenangan yang berada di luar kontrol mereka. 
Sedangkan menurut pendapat A. Lupia dalam jurnalnya yang 
berjudul “Delegation of Power: Agency Theory” mengemukakan 


















































“Delegation is an act where one person or persons relies on other 
people to take actions on their behalf. It is a critical concept in the 
study and conduct of politics. Governments use delegation to 
increase the range of services that they can provide. The most 
common form of delegation is from lawmakers (e.g., parliaments) 
to bureaucrats (e.g., cabinet ministries, civil service agencies). 
Delegation allows government actions to be based on the expertise 
and abilities of a wide range of people. The downside of 
delegation, however, is that the people to whom power is delegated 
can abuse the power they receive” (A. Lupia, 2001, Volume 54, 
Issue 3 Pages 3375-3377).  
 
Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa  Pendelegasian 
(wewenang) adalah suatu tindakan dimana satu orang atau orang-orang 
bergantung pada orang lain untuk mengambil tindakan atas nama pemberi 
kewenangan. Merupakan konsep penting dalam studi dan perilaku politik. 
Pemerintah melakukan pendelegasian wewenang untuk meningkatkan 
cakupan pelayanan yang dapat mereka berikan. Bentuk pendelegasian 
yang paling umum adalah dari pembuat kebijakan (contohnya parlemen) 
kepada birokrat (contohnya kementerian dalam cabinet, lembaga 
pelayanan sipil, dll). Penelegasian memungkinkan pemerintah mengambil 
tindakan berdasarkan keahlian dan kemampuan dari orang-orang dalam 
cakupan luas (banyak orang). Kelemahan dari pendelegasian, 
bagaimanapun, bahwa orang yang menerima delegasi wewenang dapat 
menyalahgunakan wewenang yang mereka terima.  
b. Manfaat dan Batasan pelimpahan wewenang  
Dalam rangka pelimpahan wewenang menurut Sutarto ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain  : 
1) Batas wewenang, setiap pejabat  yang  akan  melimpahkan wewenang 
kepada pejabat lain harus mengetahui dengan jalas terlebih dahulu apa 
saja wewenang yang dimiliki dalam organisasi tempat kerjanya; 
2) Tanggung jawab dalam pelimpahan wewenang dipikul bersama antara 



















































3) Antara tugas, tanggung jawab dan wewenang harus seimbang, apabila 
tugas yang diserahkan itu ringan maka tanggung jawabnya juga harus 
ringan sehingga wewenang yang diperlukan juga sedikit saja, 
sebaliknya kalau tugas yang diserahkan berat maka akan 
menimbulkan tanggung jawab yang lebih berat, sehingga wewenang 
yang dilimpahkan harus besar pula; 
4) Kemampuan memperhatikan pendapat dari pejabat yang menerima 
limpahan, apabila seorang pejabat pimpinan telah berani 
melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat bawahannya 
harus disertai kemauan sewaktu-waktu memperhatikan pendapat  atau 
saran dari pejabat bawahannya. Mempercayai pejabat yang diserahi  
wewenang (Sutarto, 1993: 158). 
Pelimpahan wewenang sangat penting dilakukan, banyak 
pemimpin yang berhasil berkat kecakapannya dalam melimpahkan 
wewenangnya kepada bawahan. Tanpa pelimpahan wewenang tidak ada 
organisasi yang berfungsi dengan efektif.  
Menurut C.L.Littlefield, Frank M. Rachel, Donald L. Caruth dalam 
ero H. Rosyidi menyebutkan ada dua manfaat pelimpahan wewenang (two 
benefits seem to result from good delegation) : 
1) The executived of detail and given more time for the managerial 
responsibilities of his position  
(eksekutif dibebaskan dari tugas detail dan memberikan lebih banyak 
waktu dalam kedudukannya untuk tanggungjawab manajerial). 
2) The employes of the unit are given an opportunity to think and to 
develop. This is impotant both to their own satisfaction and the future 
suucces of the organization  
(Para pegawai dari kesatuan kerja diberi kesempatan untuk berpikir 
dan untuk mengembangkan dirinya. Ini penting bagi dua hal baik 
untuk kepuasan mereka maupun untuk suksesnya organisasi 



















































c. Asas-asas Pendelegasian Wewenang 
Menurut Hasibuan tujuh asas pendelegasian wewenang antara lain : 
1) Asas kepercayaan, delegator hanya mendelegasikan sebagian 
wewenang kepada deleget (penerima wewenang), jika deleget 
tersebut dapat dipercaya,  Kepercayaan ini harus didasarkan atas 
pertimbangan yang obyektif mengenai kecakapan, kemampuan, 
kejujuran, ketrampilan dan tanggung jawab dari deleget yang 
bersangkutan; 
2) Asas delegasi atas hasil yang diharapkan, asas ini memperhatikan 
hasil yang akan diperoleh dari pendelegasian wewenang itu yang 
harus sesuai dengan adanya jaminan kecakapan dan ketrampilan 
untuk mencapai hasil yang diharapkan; 
3) Asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas, semakin jelas kegiatan 
yang harus dilakukan, maka semakin jelas pula   hubungan wewenang 
dengan bagian lainnya, maka akan semakin jelas tanggung jawab 
dalam melakukan tugas-tugas untuk mencapai tujuan perusahaan; 
4) Asas rantai berkala, asas ini menghendaki adanya urutan-urutan 
wewenang dari manajer puncak sampai pada bawahan, jika manajer 
akan memerintahkan tugas kepada bawahan, harus melalui tingkatan 
yang ada; 
5) Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, besarnya 
wewenang yang didelegasikan harus sesuai dan seimbang dengan 
besarnya tugas dan tanggung jawab yang diminta; 
6) Asas pembagian kerja untuk berfungsinya organisasi hendaknya 
dilakukan distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya pembagian kerja 
manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan langsung 
dikerjakan sendiri oleh manajer. 
7) Asas kemutlakan tanggung jawab, bahwa setiap deleget yang 
menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada 
delegatornya mengenai wewenang yang dilakukan (Malayu S.P. 


















































Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, 
demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Daerah 
berkewajiban menyelengarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya secara mandiri. Urusan yang menjadi kewenangan daerah 
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib 
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) 
bagi masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan 
adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah 
untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi 
unggulan yang menjadi kekhasan daerah. 
Sebagaimana diamanat dalam peraturan perundang-undangan, 
urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan 
organisasi dan tata kerja perangkat daerah. 
3. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik 
a. Definisi pelayanan publik 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip 
oleh Sutopo dan Adi Suryanto, berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah 
yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayan. Pengertian melayani 
adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 
Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang 
lain (Sutopo dan Adi Suryanto, 2003: 3). 
Sedangkan menurut pendapat Kurniawan sebagaimana yang telah 
dikutip oleh Lijan Poltak Simanjutak, pelayanan publik diartikan sebagai 
pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 


















































Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
pengertian umum pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai 
kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan secara benar 
dan baik berdasarkan nilai-nilai norma mereka miliki. Pengertian publik 
adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah suatu 
pemerintah daerah yang mempunyai pikiran, perasaan dan kepentingan  
yang sama terhadap keberadaan pemerintah  daerah  yang  mempunyai 
pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan 
pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang  (Hanif 
Nurcholis , 2005: 178). 
Konsep pelayanan menurut Sutopo dan Adi Suryanto 
mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat 
konsep memberikan pelayanan agar prima (Sutopo dan Adi Suryanto, 
2003:3) yaitu : 
1) Konsep pelayanan mendahulukan kepentingan pelanggan; 
2) Pelayanan dengan sepenuh hati; 
3) Budaya pelayanan prima; 
4) Sikap pelayanan prima; 
5) Sentuhan pribadi pelayanan prima;  
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 
2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai 
unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran  indeks kepuasan 


















































1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan masyarakat dilihat dari kesederhanaan alur pelayanan; 
2) Persyaratan   pelayanan,    yaitu   persyaratan  teknis; 
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan 
pertanggung jawabannya); 
4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 
pelayanan; 
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 
7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; 
9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 
ramah serta saling menghargai dan menghormati; 
10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 
11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 
12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan 


















































14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, 
sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan 
terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi 
atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak 
berorientasi pada laba (profit). Pelayanan ini, menurut Keputusan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang  
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebut dengan 
Pelayanan Umum. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah 
kepada masyarakat sebagai pelanggan merupakan perwujudan dan fungsi 
aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping posisinya sebagai abdi 
negara. 
Pelayanan Umum yang Prima diartikan sebagai segala bentuk 
kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
memenuhi standart layanan publik sesuai dengan harapan masyarakat 
yaitu transparasi, tidak diskriminatif, terjangkau. Dalam Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ditegaskan 
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 
harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing; 
2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 
bepegang pada efisiensi dan efektfitas; 
3) Mutu proses dan hasil layanan umum harus diupayakan agar memberi 



















































4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang 
bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat 
untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik tersebut juga ditegaskan, bahwa pemberian layanan 
umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dan fungsi aparatur 
negara dan abdi masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan perlu 
ditingkatkan terus menerus sesuai dengan sasaran pembangunan. 
Sedangkan hakekat dari pelayanan publik adalah: 
1) Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah di bidang pelayanan umum; 
2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, 
sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya 
guna dan berhasil guna; 
3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat luas. 
Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima 
di atas, maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian 

























































b. Pelimpahan Kewenangan dalam rangka Pelayanan Publik 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tuntutan yang harus 
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kemudahan 
masyarakat berdasarkan kebutuhannya. Kecamatan merupakan perangkat 
daerah yang mempunyai akses dalam penyelenggaraan pelayanan Publik. 
Landasan Hukum Pelimpahan kewenangan Walikota Surakarta 
kepada Camat Banjarsari dalam rangka pelayanan publik adalah : 
1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota 
dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hak otonom).   
2) Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah 
Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. 
3) Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kotamadya meliputi: 
Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
a) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
b) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
c) Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
d) Penanganan kesehatan; 


















































f) Penanggulangan masalah sosial; 
g) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
h) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
i) Pengendalian lingkungan hidup; 
j) Pelayanan kependudukan; 
k) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
l) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan 
m) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan. 
4) Peraturan Pemerintah  Pasal 2 ayat (6) dan (7) Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota. 
5) Peraturan Pemerintah Pasal 19 ayat(1) dan (2) Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, memberikan kewenangan daerah 
untuk menyusun kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan atau 
urusan yang telah diserahkan. Sedangkan  jumlah dan besaran 
kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan 
perhitungan skoring.  
6)  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008  
pasal 64 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta, Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 
dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 
meliputi: 
a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b) pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaran ketentraman dan 



















































d) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan 
e) membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan; 
f) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan di 
pemerintahaan Kelurahan. 
7) Peraturan Daerah Kota Surakarta Pasal 2 ayat(1) dan (2) Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota terwadahi kedalam fungsi-fungsi  
pemerintahan yaitu Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kota 
Surakarta  terdiri dari:  
a) Sekretariat Daerah, membawahkan paling banyak 3(tiga) Asisten; 
b) Sekretariat DPRD; 
c) Dinas paling banyak 15 (lima belas) diluar keuangan; 
d) Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh), diluar 




8) Camat melaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai 
dengan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta, yang meliputi aspek: 

























































i) kewenangan lain yang dilimpahkan. 
9) Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta. Kecamatan 
sebagai unsur perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja 
tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani 
urusan otonomi daerah 
10)  Peraturan Walikota Nomor 20-H Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian 
Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
di bidang pelayanan pemerintahan dan pembanguan. Sesuai dengan 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-H Tahun 2009 tentang 



























































































Dari Walikota ke Camat  
Peraturan Walikota Kota 
Surakarta Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok 
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Menindaklanjuti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai kewenangan 
daerah dan otonomi daerah adalah dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota; khususnya 
terdapat dalam Pasal 6 dan 7 dimana terdapat  penyerahan sebagian besar 
kewenangan pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasnya kepada Pemerintah 
Daerah dibawahnya untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri yang 
didasarkan pada keadaan dan faktor-faktor yang nyata di suatu daerah. Selain 
itu juga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) 
dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun 
kelembagaan yang disesuaikan dengan kewenangan atau urusan yang telah 
diserahkan dan dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring kepada 
kelembagaan perangkat daerah.  
Menindaklanjuti berlakunya kedua Peraturan Pemerintah di atas, 
Pemerintah Kota Surakarta menyusun struktur organisasi serta Kedudukan dan 
Tugas Pokok Kecamatan ke dalam Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 
38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota 
Surakarta, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan 
kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota dalam 
hal peningkatan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik didasarkan 
pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Kecamatan Banjarsari 
1. Keadaan Geografis Kecamatan Banjarsari 
Kantor Kecamatan Banjarsari beralamat di Jalan Adi Sumarmo No.136 
Banyuanyar Surakarta. Secara Geografis Kecamatan Banjarsari di posisi 
Utara Barat Laut Kota Surakarta dimana sebelah Timur merupakan wilayah 
Kecamatan Jebres, sebelah Selatan Kecamatan Serengan dan Kecamatan 
Laweyan, sebelah Barat Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar dan sebelah Utara Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali dan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 
Ketinggian kurang lebih 80-120 meter dari permukaan laut, suhu raat-rata 
24,8-28,1 Derajat Celcius. 
Kecamatan Banjarsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta, serta Surat Keputusan Walikota 
Surakarta Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas 
Kecamatan, bahwa Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang 
dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Pada awalnya Kecamatan Banjarsari berlokasi di daerah Kelurahan 
Kestalan karena adanya Program Pemerintah Kota Surakarta yaitu 
Pengembangan Daerah Solo bagian Utara dan karena Gedung Kecamatan 
Banjarsari akan diminta oleh Kelurahan Kestalan untuk kantor kelurahan, 
maka Pemerintah Kota Surakarta memutuskan untuk mencari tempat 
sebagai Kantor Kecamatan Banjarsari. Lokasi yang dijadikan sebagai 
Kantor Kecamatan Banjarsari dahulu adalah sebuah Sekolah Dasar. Karena 
sekolah ini setiap tahun ajaran baru selalu kekurangan murid akhirnya 
sekolah ini dijadikan satu dengan sekolah lain yang ada di daerah itu dan 

















































tahun 2007 gedung baru Kantor Kecamatan Banjarsari diresmikan oleh 
Walikota Surakarta, dan sampai sekarang kegiatan pelayanan masyarakat 
telah dilaksanakan di gedung baru ini, yang berada di Kota Solo bagian 
Utara. 
Secara administrasi Wilayah Kecamatan banjarsari meliputi 13 
Kelurahan, mencangkup 169 RW dan 851 RT, dengan penduduk sebanvak 
175.892 Jiwa 87.220 Laki-Laki, 88.672 Perempuan) 
2. Sumber Daya Alam  
Kecamatan Banjarsari merupakan daerah urban serta tidak memiliki 
sumber daya alam sehingga potensi pertanian menjadi kecil kontribusinya, 
akibatnya kebutuhan bahan pangan sangat tergantung dari pasokan daerah 
sekitarnya. Potensi pertambangan relative kecil atau tidak ada kecuali 
galian C yang meliputi pasir dan kerikil. 
3. Sumber Daya Manusia  
Sumber Daya manusia sebagai pengolah sumber daya alam dan 
sumber daya buatan sehingga mencapai tingkat produktifitas yang optimal 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk 
Banjarsari saat ini berjumlah 175.892 jiwa. 
4. Isu-Isu Strategis  
Pengembangan Solo Bagian Utara memacu Kecamatan Banjarsari 
untuk terpacu untuk bisa mengimbangi apa yang menjadi Visi dan Misi 
Kota Surakarta. Terutama dengan adanya Fokus Prioritas pembangunan : 
a. Ekonomi Kerakyatan 
b. Pengembangan Nilai Budaya  
c. Penataan Ruang dengan Konsep Eco Cultural City atau Kota dalam 
Hutan. 
5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program  
a. Visi dan Misi  
Visi dan misi Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

















































Visi Walikota tersebut adalah "Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota 
Budaya". Dengan mengacu pada visi tersebut dirumuskan visi 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagai berikut : 
"Terselenggaranya Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan yang 
menyentuh langsung Kebutuhan dasar Masyarakat yang berkualitas, 
Profesional dan Proporsional dengan Mendayagunakan Peranserta 
Masyarakat Menuju Kehidupan yang Dinamis, Aman dan Sejahtera". 
Pelayanan Pemerintahan ini diartikan merupakan seluruh 
pelayanan Pemerintah Kecamatan yang dibutuhkan oleh masyarakat 
akan dapat dilayani secara profesional dan prosedural dengan kapasitas 
pelayanan yang memadai, terukur, darn dapat dipertangungjawabkan. 
Menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang berencana 
dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam perencaraan, 
penyelenggaraan dan evaluasi kinerja pembangunan yang didukung 
dengan semangat kerja yang dinamis dan demokratis. 
Misi tersebut merepresentasikan suatu kabulatan tekad bersama 
untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju 
di masa yang akan datang. Untuk mencapai cita-cita sebagaimana vlsi 
tersebut Kecamatan Banjarsari menetapkan misi organisasi sebagai 
sebuah upaya yang dilakukan adalah : 
1) Memberikan Pelayanan Umum Pemerintahan dan Pembangunan 
yang Berkualitas, Profesional, dan Proporsional; 
2) Mendayagunakan Peranserta masyarakat dalam Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan guna Terwujudnya Hasil yang Optimal; 
3) Menyelenggarakan Koordinasi Pengambangan Pelayanan Dasar 
Bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, Kamtibmas 
dan Kemasyarakatan Menuju Terciptanya Kehidupan yang 


















































b. Tujuan dan Sasaran  
Tujuan Organisasi Pemerintah Kecamatan Banjarsari adalah : 
1) Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 
2) Terciptanya semangat kebersamaan yang tinggi dalam 
melaksanakan pembangunan masyarakat; 
3) Meningkatnya derajat Kesejahteraan masyarakat. 
Sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Banjarsari 
adalah : 
1) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; 
2) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan ; 
3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
c. Kebijakan 
Guna mencapai sasaran ditempuh beberapa kebijakan antara lain : 
1) Memberikan pelayanan administrasi umum dan jaminan keamanan 
untuk mawujudkan kesinambungan pembangunan, kepastiaan 
hukum dan kedamaian hidup masyarakat; 
2) Meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap masyarakat, 
bangsa dan negara untuk mencapai kemajuan bersama dengan 
menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan; 
3) Meningkakan Pendidikan, Ekonomi, dan Kesejahteraan 
Masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. 
d. Program 
Dari berbagai kebijakan ditetapkan beberapa program, diantaranya : 
1) Program Perencanaan Pembangunan daerah; 
2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 
3) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; 
4) Program Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana 
Kearsipan; 


















































6. Rencana Kinerja 
Rencana kinerja Kecamatan Banjarsari mencangkup beberapa 
komponen yang ingin diwujudkan dalam tahapan-tahapan anggaran kinerja. 
Rangkaian dokumen ini meliputi : sasaran indikator kinerja dan target 
kegiatan ( rencana capaiannya ) disamping juga ada pengkaitan kegiatan 
dengan sasaran kebijakan dengan programnya. 
7. Hasil Pengukuran Kinerja 
Guna menilai keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan 
program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di 
Kecamatan Banjarsari maka digunakanlah  pengukuran kinerja berupa 
matrik pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran sasaran dan 
pengukuran kinerja kegiatan.  
8. Analisa dan Evaluasi Kinerja 
Memperhatikan hasil pengukuran kinerja sasaran dan program 
sebagaimana tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa sasaran dan 
program kegiatan sabagaimana digariskan dalam Visi dan Misi serta tujuan 
yang telah dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan 
Kecamatan telah memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, karena 
Kecamatan Banjarsari telah menerapkan ISO 9001 : 2008 sehingga hasil 
dari evaluasi kinerja sebagai berikut : 
a. Penyusunan perencanaan yang sudah memperhitungkan kebutuhan 
nyata masyarakat; 
b. Perencanaan adalah sebagai suatu komponen pembangunan yang 
penting dalam sistem administrasi-administrasi pembangunan oleh para 
pengambil kebijakan di daerah; 
c. Kemauan politik pemerintah berpihak kepada masyarakat bawah yang 
notabene berada dalam lingkup pemerintahan Kecamatan; 
d. Adanya konsistensi antara konsep perencanaan, pelaksanaan, dan 


















































e. Pemanfaatan sumber daya pembangunan yang optimal; 
f. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; 
menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; 
mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang telah 
diberlakukan dalam manajemen penyelengaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 
9. Prestasi yang diperoleh oleh Kecamatan Banjarsari 
a. Tahun 2006, Kantor Kecamatan Banjarsari Juara I Lomba Taman 
Tingkat Kota Surakarta. 
b. Tahun 2006, Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Juara I dalam 
Rangka Hari Pangan Sedunia Tingkat Kota Surakarta. 
c. Tahun 2007, Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Juara I Lomba 
Desa Tingkat Kota Surakarta. 
d. Tahun 2007, Juara I Lomba Spirit warga Tingkat Kota Surakarta. 
e. Tahun 2007, Juara I Tokoh Penggerak Masyarakat Tingkat Kota 
Surakarta. 
f. Tahun 2008, Posyandu Singosari Kelurahan Banyuanyar Kecamatan 
Banjarsari Juara I Lomba Posyandu Balita Tingkat Propinsi Jawa 
Tengah. 
g. Tahun 2008, Posyandu Singosari Kelurahan Banyuanyar Kecamatan 
Banjarsari Juara II Lomba Posyandu Balita Tingkat Nasional. 
h. Tahun 2009, Kecam Stan Banjarsari Juara I Lomba Kebersihan Kantor 
Tingkat Kota Surakarta. 
10. Penghargaan ISO 9001 : 2008  
ISO ( International Organization for Standardization ) merupakan 
Organisasi Internasional untuk Standardisasi yaitu badan penetap standar 
internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional 
setiap negara. Organisasi ini didirikan pada 23 Februari 1947, ISO 
menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO, yang 

















































membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. 
Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, 
ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan 
lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang 
wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis 
(TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). 
Meski ISO adalah organisasi nonpemerintah, kemampuannya untuk 
menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau 
standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan 
organisasi nonpemerintah lainnya, dan dalam prakteknya ISO menjadi 
konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. 
Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan 
perusahaan-perusahaan besar. Penerapan ISO berguna untuk: 
a. Meningkatkan citra  
b. Meningkatkan kinerja lingkungan  
c. Meningkatkan efisiensi kegiatan 
d. Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, 
pelaksanaan, pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act) 
e. Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam hal pengelolaan lingkungan 
f. Mengurangi resiko usaha 
g. Meningkatkan daya saing 
h. Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai 
pihak yang berkepentingan 
i. Mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal 
 
B. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Walikota Surakarta kepada 
Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 

















































urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah tersebut,pemerintah daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas  pembantuan. 
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 
pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan 
pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dikelola secara bersama 
antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkruen. Urusan 
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah 
dalam bidang politik luar negeri , pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal 
nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara 
bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkruen adalah 
urusan-urusan pemerintah selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya 
menjadi urusan Pemerintah. 
Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang 
bersifat konkruen berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka 
dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi 
pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintah. dalam 
rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan 
oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah 
yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat 
dikembangkan efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing 
daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam 
rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-
Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara ekspilsit 
memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus 

















































Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang 
berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 
Melandasi peraturan perundang-undang tersebut diatas, dalam 
komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota 
Surakarta dalam menyusun Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kota Surakarta, menetapkan 
struktur organisasi dan Tata kerja di tingkat Kecamatan memberikan  
kewenangan untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang 
dituangkan dua Peraturan Walikota Surakarta yaitu : 
1. Peraturan Walikota Surakarta  Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
PenjabaranTugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota 
Surakarta.  
2. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta  Nomor 20-H tahun 2008 tentang 
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik  mengandung berkewajiban memenuhi 
kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang 
mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam 
rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas 
barang  publik ,jasa publik, dan pelayanan administratif. 
Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada 
kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai 
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa 
disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai 
yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah yang kompleks. 
Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan 
dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, 
informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. 
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu 
disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan 

















































kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan. Untuk itu diperlukan 
konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan 
perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diterapkan 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-
cita tujuan nasional. 
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta kepada 
Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik terimplementasi 
dalam tiga ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : 
1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakata. 
       Kedudukan dan tugas Pokok Kecamatan Banjarsari sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
a. Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah 
kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dari Walikota utuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
b. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi : 
1) Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
2) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; 
3) Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan 
ketertiban umum;  
4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan; 
5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat Kecamatan; 

















































8) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan 
Kelurahan. 
Dalam urusan otonomi daerah, Walikota melimpahkan 
kewenangan pemerintahanya kepada Camat, hal ini sesuai dengan Pasal 64 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 








h. Penyelengaraan; dan 
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan 
Di dalam organisasi kecamatan terdapat susunan Organisasi 
Kecamatan sebagai berikut : 
a. Camat; 
b. Sekretariat, membawahkan: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Subbagian Keuangan; 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
c. Seksi Tata Pemerintahan; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
f. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 
g. Seksi Budaya dan Agama 


















































2. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor  38 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kota 
Surakarta.  
Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada prinsipnya dimaksudkan 
memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata 
organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat 
dan daerah. 
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
Organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak 
berarti bahwa setiap penanganan urusan harus dibentuk ke dalam 
Organisasi tersendiri. 
Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang 
bersifat konkruen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, maka 
dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi 
pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. 
Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan 
tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan 
: 
a. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 
b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 
c. Kemampuan keuangan daerah; 
d. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 

















































Peraturan Walikota Surakarta Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota 
Surakarta ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Kecamatan mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang 
dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah. 
Fungsi kecamatan sesuai Peraturan Walikota Surakarta Pasal 3 
Nomor  38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 
Kerja Kecamatan Kota Surakarta, meliputi : 
a. Penyelenggaraan kesekretariatan Kelurahan;  
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum; 
e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 
f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan; 
h. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau  yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan 
Kelurahan; 
j. Pembinaan jabatan fungsional. 
  Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : 
a. Sekretariat; 
b. Seksi Tata Pemerintahan; 

















































d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 
f. Seksi Budaya dan Agama; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam 
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Camat. 
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 
Dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-H 
Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada 
Kecamatan; Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan, kebijakan, teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, 
umum dan kepegawaian 
Sedangkan dalam  Pasal 6 ayat 2 Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 20-H Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan 
Struktural Pada Kecamatan, fungsi Sekretariat antara lain : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara secara terpadu, 


















































d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-H Tahun 
2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan; 
Sekretariat dibantu : 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 
Sedangkan masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang 
Kepala Subbagian yang menurut Peraturan Walikota Walikota Surakarta 
Nomor 20-H Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan 
Struktural Pada Kecamatan mempunyai tugas : 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas  
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 
b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
agar perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan. 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 


















































d. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
Tata Pemerintahan, meliputi : pelaksanaan urusan pemerintahan 
umum. 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi : pelaksanaan program 
pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan 
sosial. 
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas 
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dl bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi : 
pelaksanaan pengamanan, ketentraman dan ketertiban  di lingkungan 
kantor dan wilayah kerja kecamatan. 
g. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang Pembangunan data Lingkungan Hidup, meliputi 
: pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan pelestarian 
lingkungan hidup. 
h. Seksi Budaya dan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
Budaya dan Agama, meliputi : pelaksanaan program pembinaan seni, 
budaya dan keagamaan. 
Camat, Sekretariat, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian 
melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. Camat, Sekretaris, 
Kepala Seksi dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Camat, Sekretaris, 

















































petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan 
laporan dapat disampaikan kepada  satuan organisasi lain di lingkungan 
Kantor yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan 
yang diterima oleh Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian 
dari bawahan wajib diolah  dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 
3. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-H Tahun 2009 
tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan. 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan pemerintahan dan 
pembanguan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-H 
Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas jabatan Struktural pada 
Kecamatan. Tugas Pokok, Struktur Organisasi Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta terdiri : 
a. Camat 
Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mempunyai 
fungsi : 
1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan; 
2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
kepada bawahan; 
3) Mempelajari, Menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program 
kegiatan Kecamatan sesuai dengan bidang tugas;  
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan 


















































5) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal; 
6) Melaksanakan pengelolaan keseketariatan, meliputi : 
perencanaan, evaluasi,  pelaporan, keuangan, umum dan 
kepegawaian; 
7) Menyusun kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan; 
8) Menyusun kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan 
masyarakat; 
9) Menyusun kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan 
ketertiban Umum; 
10) Menyusun kebijakan teknis di bidang Pambangunan dan 
Lingkungan Hidup; 
11) Menyusun kebijakan teknis di bidang Budaya dan Agama; 
12) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dan atau perizinan yang dilimpahkan dari Walikota; 
13) Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kecamatan (Musrenbangcam); 
14) Menyelenggarakan fasilitasi lomba-lomba pemberdayaan 
masyarakat; Melimpahkan sebagian sebagian kewenangan 
pemerintahan kepada Lurah; 
15) Menyelenggarakan fasilitasi usaha pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian; 
16) Mendorong masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi 
dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup; 
17) Menyelenggarakan sosialisasi di tingkat Kecamatan; 
18) Menyelenggarakan pembinaan organisasi-organisasi 
keagamaan, kepemudaan, kesenian tradisional, adat dan 
budaya jawa; 
19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, 




















































Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, 
umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Camat. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat 
dibantu oleh Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 
Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi : penyusunan 
rencana kerja, melakukan monitoring dan pengendalian 
pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja, menyiapkan 
dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan 
rencana kerja dan melakukan penyiapan bahan penyusunan 
indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan. 
2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi, 
seperti melakukan penyusunan rencana kerja, menyiapkan bahan 
penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), melakukan pengawasan laporan administrasi 
keuangan bendahara, melakukan pembuatan dan pembayaran 
gaji pegawai dan menyiapkan bahan penyusunan indikator dan 
pengukuran kinerja bidang keuangan. 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi 

















































perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan. 
petunjuk teknis program kegiatan kecamatan sesuai bidang 
tugas, melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, 
hubungan masyarakat dan protokol, melakukan pengadaan, 
operasionalisasi dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta 
kendaraan dinas, menyusun daftar Urut kepangkatan (DUK) 
mengelola presensi atau daftar hadir pegawai, menyiapkan dan 
memproses DP3 dan LP2P, menyiapkan bahan usulan pen-
Iberian tanda penghargaan atau tanda jasa dan sanksi, 
menyiapkan sumpah atau janji PNS dan lain sebagainya. 
4) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang tata pererintahan, meliputi 
pelaksanaan urusan pemerintahan umum, misalnya menyusun 
rencana kerja seksi tata pemerintahan, melakukan sistem 
pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan 
efesien sesuai peraturan perundangan yang berlaku, 
menerapkan standar pelayanan minimal sesuai dengan bidang 
tugas, menyusun program pembinaan kelembagaan di wilayah 
kelurahan, meliputi RW dan RT, melakukan administrasi PBB, 
melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, melakukan 
fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang tata pemerintahan. 
5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis; pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi 
pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga 
berencana, bantuan dan pelayanan sosial. Antara lain menyusun 
rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat, menerapkan 
standar pelayanan minimal, melakukan rekapitulasi data 
keluarga miskin, memfasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan 

















































terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang kesehatan, 
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 
berencana, memfasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan 
terhadap PKK, LPMK, KTI, P2W di tingkat Kecarnatan 
maupun Kelurahan. 
6) Kepala Seksi ketentraman dan Ketertihan Umum mempunyai 
tunas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketentraman dan 
ketertiban umum, meliputi pelaksanaan pengamanan, 
ketentraman dan  ketertiban di lingkungan kantor dan wilayah 
kerja Kecamatan. Antara lain menyusun rencana kerja seksi 
ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana 
strategis dan rencana kerja kecamatan, menerapkan standar 
pelayanan minimal melakukan fasilitasi pembinaan terhadap 
organisasi massa dan partai politik di wilayah Kecamatan dan 
Kelurahan, melakukan fasilitasi pembinaan di bidang kesatuan 
bangsa dan perlindungan masyarakat di bawah koordinasi 
Kantor Kesbang Linmas, melakukan pendataan dan pemantauan 
terhadap pedagang Kaki Lima dan Hunian tak berizin di atas 
tanah negara, melakukan tugas pengamanan, ketentraman dan 
ketertiban dilingkungan kantor dan Kecamatan. 
7) Kepala Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai 
tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan 
lingkungan hidup, meliputi pelaksanaan program pembangunan 
dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup. Antara lain 
menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan dan Lingkungann 
hidup berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja 
Kecamatan, menerapkan stadart pelayanan minimal, melakukan 
penyusunan dan pengelolaan data bidang pembangunan fisik, 

















































koordinasi perencanaan pembangunan di wiiayah Kecamatan 
berdasarkan usulan Musrenbangcam, melakukan monitoring 
terhadap kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan Dinas atau 
Instansi terkait, memfasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan 
terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang perekonomian, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi, Peternakan, 
Pertanian dan usaha lainnya, Melakukan pengelolaan data usaha 
konservasi tanah, lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan 
Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
8) Kepala Seksi Budaya dan Agama mempunyai tugas melakukan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang budaya dan agama, meliputi pelaksanaan 
program pembinaan seni, budaya dan keagamaan. Antara lain 
menyusun rencana kerja Seksi Budaya dan Agama berdasarkan 
rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan, menerapkan 
standar pelayanan minimal, melakukan pengelolaan data 
organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan, kesenian 
tradisional, adat dan budaya Jawa, serta lembaga pendidikan, 
memfasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan kepada 
orgarisasi kesenian, perempuan, dan organisasi keagamaan, 
memfasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap generasi muda, 
kesetaraan gender dan pendidikan non formal, memfasilitasi 
pelaksanaan program Praktek kerja Industri (PRAKERIN), 
penalitian mahasiswa dan PKL, melakukan fasilitasi 
pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan agama serta 
melakukan koordinasi pengiriman kelompok-kelompok kesenian 
daerah dan kegiatan-kegiatan olahraga. 
Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta 


















































1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Daerah; 
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; 
5. Peraturan Walikota Surakarta  Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota 
Surakarta.   
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik prinsip pemberian pelayanan kepada masyarakat 
dapat terpenuhi dengan memotong proses birokrasi perijinan. Dalam 
Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Pemerintah berkewajiban 
memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem 
pemerintahan yang mewujudkan terciptanya penyelenggaraan 
pelayanan publik yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 
salah satunya adalah pelayanan administrasi.  
Apabila dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Surakarta 
secara struktur organisasi mengatur tugas pokok dan fungsi di 
Kecamatan Banjarsari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakata Daerah,  Peraturan Walikota 
Surakarta  Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok 
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta dan  Peraturan 
Walikota Surakarta Surakarta  Nomor 20-H tahun 2008 tentang 
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan telah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun masih terbatas 

















































dimana  masih diperlukan optimaslisasi pelayanan kepada masyarakat. 
Proses perijinan yang diselenggarakan di Kecamatan dapat 
lebih memudahkan dan menguntungkan  masyarakat disekitar 
sehingga dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukannya. 
Pelayanan yang telah di berikan oleh Kecamatan Banjarsari dalam 
rangka memberikan pelayanan publik yaitu : 
1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK); 
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);dan 





e. Ijin Guna Usaha 
f. Proposal 
g. Warga datang 
h. Warga pindah 
Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Banjarsari dalam hal 
pembuatan Kartu Tanda Penduduk dapat ditunggu pembuatanya selama 
hanya satu jam saja selama persyaratan yang harus ada sudah 
lengkap,sedangkan untuk pembuatan Kartu Keluarga jika syarat sudah 
lengkap waktu pembuatanya selama lima belas hari dan maksimal 30 hari. 
Pelayanan umum yang perlu dilimpahkan dari Walikota Surakarta 
kepada Kecamatan Banjarsari adalah : 
1. Ijin Gangguan meliputi Obyek Usaha 
a. Industri ; 
b. Peternakan dan Perikanan ; 
c. Garasi dan angkutan umum dan angkutan khusus ; 
d. Rumah makan ; 
e. Rekreasi dan Hiburan ; 

















































g. Salon ; 
h. Pertokoan ; 
i. Perbengkelan ; 
j. Pergudangan ; 
k. Penampungan barang bekas ; 
l. Penggilingan padi ; dan 
m. Rumah kos - kosan. 
2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
3. Dana BOS 
Prosedur pembuatan KTP di Kecamatan Banjarsari : 
1. KTP harus diurus langsung oleh yang bersangkutan; 
2. Pengambilan KTP harus membawa tanda terima berkas; 
3. Pemohon diwajibkan membayar retribusi ke kantor Camat : 
WNI =Rp 5000 
4. Apabila pemohon tidak dapat datang sendiri,  diharuskan membuat 
surat kuasa.  
5. Isi Prosedur; Pemohon membawa persyaratan: 
a. Surat pengantar dari RT dan RW; 
b. Fotocopy KK dengan NIK peroangan; 
c. Mengisi form biodata permohonan KTP  yang sudah ditandatangani 
oleh Lurah; 
d. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. 
Proses Rekomendasi dalam perijinan di Kecamatan Banjarsari : 
1. Pengajuan masyarakat;  
2. Diteliti; 
3. Didaftarkan; 
4. Dimasukan registrasi; 
5. Diteliti dan disesuaikan; 
6. Jika bukan Ijin Gangguan Usaha bisa langsung ditandatangani oleh 

















































Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Banjarsari : 
1. KK harus diurus langsung oleh yang bersangkutan; 
2. Jangka waktu panyelesaian KK maksimal 30 hari kerja; 
3. Pemohon diwajibkan membayar retribusi ke kantor Camat Rp 5000,-. 
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Kartu Keluarga : 
a. Mengambil surat keterangan dari RT dan RW; 
b. Mernbawa KK lama ke kelurahan; 
c. Mengisi form biodata permohonan KK yang sudah ditandatangani oleh 
Lurah; 
d. Dilampiri akte nikah, akte kelahiran; Untuk  penambahan jiwa dilampiri 
surat pindah; Jika KK asli hilang dilampiri surat dari kepolisian. 
Fasilitas yang dimiliki kantor Kecamatan Banjarsari untuk mendukung 
layanan : 
a. Mesin antrian 
Difungsikan agar dalam pelayanan di Kecamatan Banjarsari dapat 
berjalan secara teratur. 
b. Ruang tunggu 
Digunakan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kecamatan 
Banjarsari merasa nyaman. 
c. Mushola 
Disediakan tempat ibadah guna mendukung kenyamanan bagi pegawai 
Kecamatan Banjarsari maupun masyarakat dalam melaksanakan 
ibadah. 
d. Tempat Parkir 
Disediakan tempat parkir yang nyaman untuk mendukung 
kenyamanan bagi pegawai Kecamatan Banjarsari maupun masyarakat. 
 
e. Aula Pertemuan 


















































Disediakan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan di 
Kecamatan Banjarsari merasa nyaman ketika lapar maupun haus. 
g. Fotocopy 
Mesin fotocopy disediakan untuk mendukung kenyamanan masyarakat 
yang membutuhkan memfotocopy  di Kecamatan Banjarsari. 
 
C. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta 
kepada Camat. 
Dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, Kecamatan 
Banjarsari masih mengalami banyak hambatan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan beberapa masyarakat serta petugas LINMAS di Kecamatan Banjarsari 
dapat diperoleh informasi mengenai hambatan-hambatan yang sering terjadi 
dalam pelayanan publik. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat 
diketahui bahwa sebagian masyarakat menilai pelayanan publik di Kecamatan 
Banjarsari sudah cukup baik. Akan tetapi sebagian lagi cenderung 
memberikan penilaian yang bertolak belakang, mereka menganggap bahwa 
pelayanan publik di Kecamatan Banjarsari masih kurang memuaskan 
masyarakat.  
Menurut perangkat Kecamatan Banjarsari, hambatan-hambatan yang 
terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Banjarsari antara 
lain : 
a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (PNS) di Kecamatan Banjarsari. 
Yang dimaksud adalah kurangnya sumber daya manusia yang potensial 
dan berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat; 
yang jumlahnya masih terbatas, sehingga dalam melayani masyarakat 
menjadi kurang efektif. 
b. Banyak  Sumber Daya Manusia (PNS) yang usianya sudah mendekati usia 

















































Sumber daya manusia yang umurnya cenderung sudah tidak produktif lagi 
sebetulnya sedikit menghambat kinerja. 
c. Kurangnya penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan 
Sumber Daya Manusia (PNS) di Kecamatan Banjarsari. 
Seharusnya banyak diadakan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan 
dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 
d. Sumber daya listrik di kantor Kecamatan sangat kecil sehingga 
menghambat dalam memberikan pelayanan masyarakat.     
Dalam hal ini seharusnya Kecamatan Banjarsari sesegera mungkin untuk 
menambah daya listrik demi kenyamanan dalam pelayanan publik. 
e. Kurangnya sarana dalam hal ini tempat yang kurang luas dalam 
menampung masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kecamatan 
Banjarsari. 
Kecamatan Banjarsari dalam melakukan pelayanan publik kepada 
masyarakat dapat melakukan beberapa upaya, yang antara lain : 
a. melaksanakan evaluasi pelimpahan kewenangaan dari Walikota Surakarta 
yang telah dilaksanakan Camat; 
b. melaksanakan inventarisasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; 
c. mengusulkan   pelimpahan kewenangan kepada Camat di susun secara 
terperinci atau diperluas dan dituang dalam Peraturan Walikota sehingga 
dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat; 
d. mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dengan melaksanakan 
pembinaan secara rutin; 
e. menambah jumlah Sumber Daya Manusia untuk menciptakan pelayanan 
publik yang efektif dan efisien; 
f. mengusulkan Sumber Daya Manusia (PNS) untuk mengikuti pelatihan-



















































Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil 
simpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Surakarta kepada Camat 
Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 
Kecamatan Banjarsari melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan 
Walikota Surakarta Nomor  38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kota Surakarta. Kewenangan  Kecamatan 
Banjarsari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah sesuai 
dengan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Surakarta. Akan tetapi, 
masih diperlukan adanya peraturan pelaksana seperti peraturan Walikota 
Surakarta yang secara khusus mengatur mengenai pelimpahan kewenangan 
dari Walikota Surakarta kepada Camat Kota Surakarta. 
Kewenangan di bidang pelayanan perijinan pada Kecamatan Banjarsari 
seperti perijinan KTP, Ijin Mendirikan Bangunan, ijin gangguan meliputi 
obyek usaha masih perlu ditingkatkan. Dengan proses pelayanan perijinan 
melalui Kecamatan dapat memotong birokrasi pelayanan kepada masyarakat 
menjadi lebih cepat. Kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, hal tersebut dapat terbukti pada Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta yang telah mendapatkan ISO 9001 : 2008, dimana Kecamatan 
Banjarsari  menyusun Prosedur Pengukuran Kepuasan Masyarakat dan Indeks 





















































2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan pelimpahan 
kewenangan dari Walikota Surakarta  Surakarta kepada Camat Banjarsari 
dalam rangka peningkatan pelayanan publik adalah : 
a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (PNS) di Kecamatan Banjarsari; 
b. Banyak  Sumber Daya Manusia (PNS) yang usianya sudah mendekati usia 
pensiun sehingga kualitas pekerjaan menjadi berkurang;   
c. kurangnya penyelenggaran pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan 
Sumber Daya Manusia (PNS) di Kecamatan Banjarsari; 
d. Sumber daya listrik di kantor Kecamatan Banjarsari sangat kecil sehingga 
menghambat dalam memberikan pelayanan masyarakat.   
e. Kurangnya sarana dalam hal ini tempat yang kurang luas dalam 
menampung masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kecamatan 
Banjarsari.  
B. Saran 
1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 
Pemerintah Kota Surakarta dapat melimpahkan sebagian Kewenangan 
Walikota kepada Camat khususnya dibidang, ijin gangguan meliputi obyek 
usaha, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dana BOS. 
2. Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat 
perlu didukung dengan sarana prasarana memadai 
3. Sumber Daya Manusia terampil dan berkotmitmen dalam penyelenggaraan 
pelimpahan kewenangan sangat dibutuhkan dalam rangka keberhasilan 
optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.  
4. Sebagai konsekuensi pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perijinan 
maka proses penetapan retribusi menjadi kewenangan Kecamatan  
5. Pembiayaan sangat diperlukan dalam mendukung pelimpahan sebagian 
kewenangan kepada Camat  
6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian selalu dilaksanakan dalam rangka 
pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dapat berdasarkan pada 


















































7. Sebagai landasan hukum pelaksanaan pelimpahan kewenangan perlu disusun 
Peraturan Walikota Surakarta tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Walikota kepada Camat Kota Surakarta dalam hal ini yang berlandaskan pada 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 
2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
 
